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Dengan ini saya, WULAN KRISMIATI NINGSIH , NPM 1603100048,

menyatakan dengan ini bersungguh-sunggu:
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Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk
yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh
orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil
karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut
undang-undang yang berlaku.

Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya
orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.

Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapa karya yang pernah diajukan untuk
memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang
sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yanng pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia

tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
Perncabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta
pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya
kirim.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7
TAHUN 2019 DALAM RANGKA EFISIENSI PELAKSANAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING DI KABUPATEN
ASAHAN

WULAN KRISMIATI NINGSIH
1603100048

Prodi llmu Administrasi Publik
Jurusan Kebijakan Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya
disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban
dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan
serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor
lain. Adminduk Daring juga merupakan proses pengurusan dokumen
kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratan dilakukan dengan media
elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi,
komunikasi dan informasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode
deskriftif dengan pengelolahan data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode
penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat gambaran
tentang suatu kejadian ataupun kegiatan secara objektif. Berdasarkan hasil
penelitian dari lima narasumber yang ada dilapangan, diketahui bahwa
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam
Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring Di Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
pemerintah. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam efisiensi pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan secara daring dapat dikategorikan baik dan
mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat meskipun masih
memiliki hambatan-hambatan dibeberapa hal. Manfaat dari efisiensi pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan ialah
mempermudah dan mempersingkat waktu dalam mengurus dokumen di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Sumber daya manusia
yang tersedia sudah mampu memadai karena didukung dengan pelatihan khusus
yang dilaksanakan pihak dinas agar kebijakan ini dapat terimplementasikan
dengan baik. Dan evaluasi dalam menjalankan kebijakan terhadap efisiensi
pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah dilakukan
dengan upaya yang baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Asahan.

Kata Kunci: Implementasi, Efisiensi, Adminduk Daring
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan Admnistrasi Kependudukan Secara Daring ini dituangkan dalam
Pertaruan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan
Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan ini masih baru pertanggal
16 Januari 2019. Di Kabupaten Asahan sendiri Peraturan yang dikeluarkan oleh
Kementerian Dalam Negeri ini sudah direalisasikan sesuai dengan keputusan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Pesat nya perkembagan zaman yang terjadi dari tahun ke tahun membawa
dampak positif khususnya yang terjadi pada perkembangan teknologi dibidang
informasi. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan suatu revolusi baru,
yaitu peralihan dari sistem kerja konvensional ke era digital. Pada instansi
pemerintah, perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintah tradisional
(tradisional government) yang identik dengan paper based administration menuju
electronic government atau e-government. E-government adalah penggunaan
teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan

pihak-pihak lain.

E-government merujuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan
informasi, terutama internet untuk memberikan pelayanan dan pengiriman

informasi pemerintah. Melalui e-government, pemerintah akan dikelola melalui



jaringan teknologi dan berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujua

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam e-government
adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Administrasi
kependudukan secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah
rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan
berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan administrasi
kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring
adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriminan data/berkas
persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan

memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

Suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-
prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem
administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapainya tertib administrasi dan
juga membantu bagi petugas dijajaran Pemerintahan Daerah, khususnya Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan
kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan adanya pengelolaan data secara
online maka kelemahan-kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat
ditekan. Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sarana dan prasarana, sumber daya

manusia, dan sosialisasi.



Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring diharapkan mampu
memberikan Nomor Induk Penduduk (NIK) yang telah terdaftar di Departemen
dalam Negeri untuk membantu Pemerintah Pusat dan Daerah yang berguna untuk
melihat permasalahan penduduk yang terjadi serta meningkatkan kualitas
Pelayanan Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan kartu tanda penduduk
berbasis elektronik yang mana dilengkapi chip elektronik yang dapat menyimpan
data sidik jari, tanda tangan, dan foto diri pemilik biodata sehingga mengandung

tingkat akurasi lebih tinggi sebagai data biometrik.

Pada Perkembangannya Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan
Secara Daring yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Asahan masih
ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaanya, seperti masih adanya
masyarakat yang belum mengerti cara mengakses formulir elektronik dari web
atau mobile, disamping itu kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana
untuk mendukung sistem tersebut kurang memadai serta bentuk sosialisasi yang
dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat yang
kurang maksimal dapat menghambat proses implementasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas,
maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka
Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

di Kabupaten Asahan”



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan
masalah peneliti adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Asahan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten

Asahan.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis dan akademis.
a. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
peneliti mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2019 Tentang Pelayanan Sistem Administrasi Kependuduka Secara
Daring.
b. Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi

mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.



c. Akademis
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh
ujian sarjana llmu Administrasi Publik Fakultas llmu Sosial dan IImu

Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan alam skripsi ini adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan

Penelitian dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II URAIAN TEORITIS
Pada bab ini menjelaskan tentang Pengertian Implementasi,
Pengertian Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan

Publik, Kartu ldentitas Anak.

BAB 11 METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka
Konsep, Definisi Konsep, Kategoriasi,Narasumber, Teknik
Pengumpulan Data, Teknik Analisis Waktu Dan Lokasi

Penelitian.



BAB IV

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan
pembahasan yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti
dapat dengan mudah untuk mencari tahu permasalahan

yang diteliti.

PENUTUP
Pada bab ini menerangkan simpulan dan saran. Sedangkan
dalam akhir skripsi terdiri dari daftar-daftar pustaka dan

lampiran-lampiran.



BAB Il

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Implementasi
Setiawan (2004:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling
menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya

serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Menurut Nurdin Usman (2002:70) implementasi adalah bermuara pada
aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan
sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan
kegiatan. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang
terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma
tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu imlementasi tidak berdiri

sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Gaffar (2009:295) implementasi merupakan salah satu proses
kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan
dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Imple mentasi adalah suatu rangkaian
aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga

kebijakan tersebut membawa hasil bagaimana yang diharapkan.

Menurut Susilo (2014:149) implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk
mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan

tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah maupun swasta.



Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi
merupakan suatu proses kebijakan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan
melakukan suatu tindakan aktifitas atau kegiatan, baik individu, pejabat
pemerintah maupun swasta sehingga pada akhirnya akan mandapatkan suatu hasil

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2 Pengertian Kebijakan

Menurut Frendrich (2007:20) memandang bahwa kebijakan adalah sebagai
suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu memberikan hambatan dan peluang-peluang
terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam
rangka mencapai suatu tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Adisasmita (2011:77) kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus
dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparatur
pemerintah sehingga mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan.

Tahir (2014:23) kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan
yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu

masalah.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan

merupakan suatu ketentuan yang menjadi pedoman yang bertujuan untuk



memperlancar jalannya sistem pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah

ditetapkan.

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Abidin (2006:22) kebijakan publik adalah intervensi pemerintah
yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah-
arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat.

Chadler dan Plano dalam Keban (2014:56) kebijakan publik merupakan
suatu bentuk ntervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-
orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut
berpartisipasi dalam pemerintah.

Dunn (2003: 106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan
yang saling berhubungan yang disebut oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada
bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan,
keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas,
perkotaan dan lain-lain.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan
publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah yang
saling berhungan dengan lembaga atau pejabat pemerintah untuk memecahkan

suatu masalah yang terjadi di masyarakat.

2.4 Pengertian Implementasi Kebijakan
Agustino (2006:139) implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau
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kelomok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya
tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Nugroho (2003: 161) implementasi kebijakan sebenernya adalah tindakan
(action) intervensi itu sendiri. Bentuk intervensi dalam implementasi ini
setidaknya melalui elemen-elemen berikut, yaitu: a) pembentukan unit organisasi
baru dan staf pelasana; b) penjabaran tujuan kedalam aturan pelasana (standart
operating procedures); c) koordinasi, pembagian tugas-tugas didalam dan
diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; d) pengalokasian sumber-sumber daya
untuk mencapai tujuan.

Wahab (2001:45) implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari
keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar
berkaitan dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik kedalam
prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu.
Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari
suatu kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk meraih tujuan-
tujuan yang memliki keterkaitan dengan keputusan dari siapa dan memperoleh

apa dari suatu kebijakan.

2.5 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik
Menurut Winarno (2007:147) mendefinisikan implementasi kebijakan

publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.
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Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-
keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu
maupun dalam rangka menlanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan
besar dan kecil yang di tetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang
dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
yang telah ditetapkan.

Tachjan (2006:25) implementasi kebijakan publik merupakan proses
kegiatan administratif yang disetujui setelah kebijakan ditetapkan. Kegiatan ini
terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi
kebijakan publik mengandung logika yang menurunkan atau menafsirkan
alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro yang menjadi alternatif yang
bersifat konkrit atau makro.

Tangklisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan
pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti
halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengelaran sebuah
peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar
peraturan dan konseuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi
beberapa aspek kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa
implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan dalam proses kegiatan
admistratif yang disetuji setelah kebijakan dibuat untuk mencapai suatu tujuan

yang telah di tetapkan sebelumnya.
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2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Implementasi Kebijakan
Publik

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat
ditentukan oleh adanya perubahan dalam diri seseorang yang menghendaki
adanya suatu tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang

diinginkan untuk kepentingan bersama.

Edward dan Widodo (2016:98) ada 4 faktor yang berperan penting dalam
pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan publik: a) Communication
(Komunikasi) merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada
komunikasikan. b) Resources (Sumber Daya), implementasi kebijkan tidak akan
terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang
menyangkut sumber daya manusia, maupun daya dan fasilitas. ¢) Behavior
(Perilaku) sikap maupun karakteristik dari pelaksana kebijakan akan sangat
berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementator yang
memiliki sikap baik akan dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan yang
diharapkan. d) Struktur Organisasi, aspek struktur organisasi memiliki dua hal

yaitu mekanisme dan struktur birokrasi.

2.7 Pengertian Efisiensi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:284) efisiensi adalah
ketepatan cara (usaha Kkerja), dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak

membuang waktu, tenaga, biaya), kedayagunaan, ketepatgunaan, kesangkilan



13

serta kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak
membuang waktu, tenaga, biaya).

Mulyadi (2007:63) mengatakan efisiensi adalah ketepatan cara (usaha,
kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga
dan biaya. Efisiensi juga berarti rasio antara input dan output atau biaya dan
keuntungan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimbulkan bahwa efisiensi adalah
suatu usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu yang dilakukan dengan
baik dan tepat untuk meminimalisir pemborosan dalam segi waktu, tenaga dan

biaya.

2.8 Pengertian Pelayanan

Samparan dalam Sinambela (2011:5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau
urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Moenir (2005:47) menjelaskan bahwa pelayanan adalah sebuah proses dari
pemenuhan kebutuhan melalui altivitas orang lain atau langsung.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan
adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara secara langsung guna untuk

memenuhi kebutuhan orang lain.
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2.9 Pengertian Administrasi Kependudukan

Soewarno Handayaningrat (1981) administrasi adalah kegiatan
ketatausahaan yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti pembukuan baik
perhitungan, pencatatan atau yang lainnya dengan tujuan untuk menyediakan
informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam arti yang sempit, menurutnya
administrasi merupakan kegiatan catat mencatat atau pembukuan, surat menyurat
atau lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan.

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat
tingga di Indonesia (Undang-udang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan). Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah,
struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan,
kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahannya yang menyangkut
politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui
Pemdaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan
pembangunan sektor lain (Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan).

Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk
dilaksanakan mulai dari satuan pemerintahan terkecil seperti desa/kelurahan
hingga pada skala nasional Pengelolaan Administrasi Kependudukan memiliki

fungsi strategis sebagai dukungan informasi tentang kependudukan bagi
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pembuatan kebijakan dalam rangka pelayanan publik serta kepentingan warga

untuk mengakses informasi hasil administrasi kependudukan tersebut.

2.10 Pengertian Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
Pelayanan administrasi kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan
Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang
pengiriminan data/berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang

berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

Pelayanan Adminduk Daring dilakukan melalui SIAK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melalui SIAK, Adminduk
Daring dilakukan melalui sistem pendukung layanan SIAK. Sistem pendukung

layanan SIAK, meliputi :

a. Penerapan dokumen elektronik dan TTE;

b. Pelayanan kepada penduduk secara daring;

c. Alih media dokumen cetak menjadi dokumen elektrik;

d. Pendokumentasian dokumen elektrik;

e. Pemerikaan keaslian dokumen elektrik;

f. Monitoring dan evaluasi pelayanan dokumen elektrik;

g. Penyelenggaraan sertifikasi elektrik;

h. Pelayanan informasi dan sinkronisasi data kependudukan; dan

i. Pelayanan tata naskah dinas berbasis elektronik.



BAB IlI

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap
suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan
sistematis. Sugiyono (2017: 15) mengemukakan bahwa metode penelitian adalah
cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode
penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan analisis kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang
dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan

secara objektif.

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan yaitu analisis
kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Penelitian ini dipilih
karena bersifat menyeluruh (holistic), dinamis dan menggeneralisasi. Hal ini
sejalan dengan tujuan penelitian yang melihat bagaimana implementasi efisiensi
pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang merupakan sebuah
fenomena sosial dimana memerlukan informasi secara mendalam dan menyeluruh
dari masing-masing informan kunci maupun utama agar terlihat jelas apa yang

sebenarnya terjadi dilapangan.

16
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3.2 Kerangka Konsep

Sugiyono (2009:29) menyebutkan bahwa kerangka berpikir dalam surat
penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua
variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih
secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping menggunakan deskripsi
teoritis untuk masing-masing variabel juga argumrntasi terhadap variasi besaran

yang diteliti.

Berdasarkan judul peneliti, maka baasan-batasan konsep yang dipakai

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 3.1

Kerangka Konsep

Implementasi Peraturan Menteri Dinas Kependudukan dan
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun Pencatatan Sipil Kabupaten
2019 Dalam Rangka Efisiensi Asahan

Pelaksanaan Pelayanan

Administrasi Kependudukan

Secara Daring il

Proses Impelentasi Peraturan

Menteri  Dalam  Negeri

Nomor 7 Tahun 2019 :
1. Mempermudah dalam

mengakses data 1. Adanya tujuan yang
2. Mempersingkat waktu akan dicapai
3. Meningkatkaan 2. Adanya Manfaat
pelayanan publik 3. Adanya Sumber daya

4. Adanya efisiensi dari

peraturan menteri ini

3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk
menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang

menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah
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kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Dari uraian di atas digunakan

konsep penelitian yang akan diteliti. Implementasi Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaa Pelayanan

Administrasi Kependudukan Secara Daring, digunakan konsep-konsep sebagai

berikut :

a.

Implementasi merupakan suatu proses kebijakan yang dinamis, dimana
pelaksanaan kebijakan melakukan suatu tindakan aktifitas atau kegiatan,
sehingga pada akhirnya akan mandapatkan suatu hasil yang sesuai dengan
tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Kebijakan merupakan suatu ketentuan yang menjadi pedoman yang
bertujuan untuk memperlancar jalannya sistem pemerintahan dalam
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh
pemerintah yang saling berhungan dengan lembaga atau pejabat
pemerintah untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat.
Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk
meraih tujuan-tujuan yang memliki keterkaitan dengan keputusan dari
siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan dalam proses
kegiatan admistratif yang disetuji setelah kebijakan dibuat untuk mencapai

suatu tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.
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f. Efisiensi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam menjalankan sesuatu
yang dilakukan dengan baik dan tepat untuk meminimalisir pemborosan
dalam segi waktu, tenaga dan biaya.

g. Pelayanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara secara langsung
guna untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

h. Administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting untuk
dilaksanakan mulai dari satuan pemerintahan terkecil seperti
desa/kelurahan hingga pada skala nasional Pengelolaan Administrasi
Kependudukan memiliki fungsi strategis sebagai dukungan informasi
tentang kependudukan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka pelayanan
publik serta kepentingan warga untuk mengakses informasi hasil
administrasi kependudukan tersebut.

i. Pelayanan administrasi kependudukan Daring yang selanjutnya disebut
Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen
kependudukan yang pengiriminan data/berkas persyaratan dilakukan
dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan

fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun
atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau Kkriteria tertentu. Kategorisasi
menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga

diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan
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merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang

ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang akan dicapai.

2. Adanya manfaat

3. Adanya sumber daya

4. Adanya evaluasi untuk melihat bagaimana efektif dan efisien peraturan

menteri dalam negeri ini
3.5 Narasumber/ Informan

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka
dalam penelitian ini peneliti menggukan Informan yang memberikan informasi
secara kompeten dalam rangka efisiensi pelayanan administrasi kependudukan

secara daring di dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten asahan.

1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Nama : Drs. Ruskamil
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur :49 Tahun

2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Nama : Dohari Sihotang, SE

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur 145 Tahun
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3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Nama : Dra. Purnama Sari
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 50 Tahun

4. 2 (dua) orang masyarakat

1. lbu Lia
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur :30

2. Bapak Selamet

Jenis Kelamin . Laki-laki

Umur : 34 Tahun

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknil pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara
langsung pada lokasi penelitian dengan instrumn metode wawancara.
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait atau kepada dinas

yang bersangkutan.
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2. Data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
study kepustakaan yang terdiri dari:

a. Study dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
menggunakan catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta
sumber-sumber yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Study kepustakaan nerupakan teknik pengumpulan data dengan
menggunakan berbagai literature seperti; dokumen-dokumen, buku,
karya ilmiah, dan laporan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Moleong (2006:274) analisa data merupakan kegiatan mengelompokkan,
membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah
untuk membuat suatu deskripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif yaitu
dengan menyajikan data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang
tersedia dari berbagai sumber data yang terkumpul, mempelajari data yang
tersedia, menelaah, menyusunnya dalam suatu satu satuan, yang kemudian
dikategorikan pada tahap berikutnya dan memeriksa keabsahan data serta
menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti

untuk membuat kesimpulan penelitian.

Dalam proses analisis terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan

menentukan hasil akhir, yaitu:
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1. Reduksi data, merupakan komponen utama dalam analisis yang
merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstraksi
data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.

2. Penyajian data, merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi
dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian
dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis
dan sistematis.

3. Penarikan kesimpulan, adalah simpulan yang harus di verifikasi agar
cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena
itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan

penelusuran data.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Asahan di JI. Lintas Sumatera No. 43, Sei Renggas,

Kisaran Barat, Sumareta Utara 21211. Waktu penelitian yaitu April-Juli 2020.

3.9 Sejarah Ringkas Objek Penelitian

Kabupaten Asahan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera
Utara, Indonesia. penduduk Kabupaten Asahan sebahagian besar bersuku Melayu
75% sering juga disebut Melayu Asahan atau Melayu Batubara. Ada pula suku
Batak yang berasal dari Toba, Simalungun dan Mandailing. Suku Batak Toba

adalah etnis Batak yang paling banyak di daerah ini, sementara di perkotaan
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seperti Kisaran terdapat orang-orang Tionghoa. Suku Jawa sebagai transmigrasi

juga banyak mendiami daerah asahan.

Kabupaten Asahan beribu kotakan Kisaran yang berjarak 160 km dari

Kota Medan dan mempunyai wilayah seluas 3.732,21 km?. Kabupaten Asahan

memiliki penduduk berjumlah 774.009 jiwa (sensus 2017) dengan sebaran 209

jiwa/km?. Asahan juga merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang

membentuk lembaga pengawas pelayanan umum bernama Ombusman Daerah

Asahan, melalui Sk Bupari Asahan Nomor 419-Huk/Tahun 2004 tanggal 20

Oktober 2004 di era kolonial daerah ini disebut sebaga Assaban oleh orang Eropa.

Gambar 3.2

Peta Kabupaten Asahan

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

.
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Secara administratif Kabupaten Asahan berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu:

e Sebelah Utara . berbatasan dengan Kabupaten Batubara dan Selat Malaka
e Sebelah Timur . berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara, Selat

Malaka dan Kota Tanjungbalai

e Sebelah Selatan . berbatasan dengan Kabupaten Toba Samosir dan

Kabupaten Labuhanbatu Utara

e Sebelah Barat . berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten

Batubara

3.9.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Asahan

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan ialah
“Terwujudnya Tertib Administrasi dengan Pelayanan Terbaik Kepada

Masyarakat”

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan ialah

antara lain :

a. Menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Untuk
Menghimpun Data Kependudukan Menerbitkan Identitas dan Perubahan
Status Penduduk.

b. Mengoptimalkan Database Kependudukan.

c. Memanfaatkan Data Kependudukan dala Pelaksanaan Pembangunan.
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d. Memberikan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kepada

Masyarakat.

Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan

mempunyai fungsi:

a. Mengkordinasikan penyusubab program dan anggaran dinas;

b. Mengkordinasikan pengelolaan keuangan Dinas;

c. Mengkordinasikan pengelolaan perlengkapa, urusan tata usaha, rumah
tangga dan barang milik negara;

d. Mengkordinasikan penyusunan perencanaan di bidang pebdaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasu administrasi
kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

e. Mengkordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

f. Mengkordinasikan pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

g. Mengkordinasikan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

h. Mengkordinasikan pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan;

I. Mengkordinasikan pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
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J. Mengkordinasikan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan;

k. Mengkordinasikan  pelaksanaan  inovasi  pelayanan  administrasi
kepenudukan;

I.  Mengkordinasikan  pembinaan, koordinasi, pengendalian  bidang
administrasi kependudukan;

m. Mengkoordinasikan  pelaksanaan  kegiatan  penatausahaan  Dinas
Kependudukan dan Pencacatan Sipil dan melaksanakan tugas lain yang

diperintahka oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut maka Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dibantu oleh:

1. Sekretaris;

2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

3. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan;

6. Unit Pelaksana Teknis; dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas sebagai unsur pembantu untuk melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Asahan dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang
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meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga
dan urusan pegawai kepada semua unsur di lingkungan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;

b. Mengkoordinasikan Penyusunan Perencanaa, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;

d. Mengkoordinasikan Pengelolaan Perlengkapan, urusan tata usaha, rumah
tangga dan bargang milik negara;

e. Mengkoordinasikan Pengelolaan urusan kepegawaian, dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi itu sekretaris dibantu oleh:

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan

3. Kepaka Sub Bagian Perencanaan

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
membantu dan pelaksanaan sebahagian tugas Kepala Dnias Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan Identitas Penduduk, Pindah Datang

Penduduk, Pendataan Penduduk.
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Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran

Penduduk mempunyai tugas :

a.

b.

C.

Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftran
penduduk;

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk;

Melaksanakan tugas lain yang doperintahkan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidang Pelayanan

Pendaftaran Pemduduk dibantu oleh:

1.

2.

Kepala Seksi Identitas Penduduk;

Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk; dan

3. Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk.

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas nelaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayana

pencsatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Bidang Pelayanan

Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
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a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pelayana pencatatan sipil;

b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pencatatan sipil;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;

f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan
pencatatan sipil;

g. Mengkoordinasikan pengendalian evauasi pelaksanaan pencatatan sipil;

dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidang

Pencatatan Sipil dibantu oleh:

1. Kepala Seksi Kelahiran
2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan

3. Kepala Seksi [erubahan Status Anak, pewarganegaraan dan Kmatian.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
mempunyai tugas melaksanakan peyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi

kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Kepala Bidang Pengelolaan

Informasi Adminitrasi Kependudukan mempunyai tugas :
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a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan oengelolaan informasi
administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata
kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi
administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi
kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata
kelola da sumber daya majusia teknologi informasi dan komunikasi.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem
informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologu
informasi dan komunikasi;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan,
pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber
daya manusia teknologi informasi dan kemonukasi;

e. Mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan
informasi administrasi kependudukan; dan

f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk melakskan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidanng Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan dibantu oleh:

1. Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
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2. Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian dan Data Kependudukan; dan
3. Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi

dan Komunikasi.

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama

administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas tersebit di atas, Kepala Bidang Pemanfaatan

Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas ;

a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan
dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi
pelayanan administrasi kependudukan;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
kependudukan;

e. Mengkoordinasikan pelaksana kerjasama administrasi kependudukan;
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f. Mengkoordinasikan  pelaksanaan inovasi pelayanan  administrasi
kependudukan;

g. Mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan
data dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala Bidang

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh:

1. Kepala Seksi Kerjasama;
2. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan

3. Kepala Seksi Pelayanan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam hal ini membahas dan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh
selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh
dengan komunikasi secara langsung bersama para narasumber yang berwenang
untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini
terfokus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.
Sumber data dari penelitian ini adalah 5 oraang yang terdiri dari 3 orang dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, dan 2 orang dari

masyarakat.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 06 Juli sampai 13 Juli 2020 di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Wawancara
dilakukan untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau
dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan

tingkat karateristik jawaban narasumber.

Berikut adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui wawancara
dengan berbagai informasi baik dari Pegawai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil maupun masyarakat. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara
ini disesuaikan dengan kategorisasi dalam penelitian yang juga merupakan kunci

guna menjawab fenomena yang telah diteliti.

36
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4.1.1 Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan
terhadap narasumber dapat dikelompokan data-data yang berkaitan dengan
kategori menurut jenis kelamin, umur, dan pendidikan. Sehingga dapat

memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber
informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis

sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Narasumber dikelompokan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis
kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan

persentase untuk masing-masing kategori sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1 Laki-laki 3 60%
2 Perempuan 2 40%

Jumlah 5 100%
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Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa narasumber mayoritas
berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 3 orang dan memiliki persentase

60% sedangkan perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase 40%.

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokan menjadi dua
kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30-34 tahun dan umur 40-50
tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase

masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No Umur Frekuensi Persentase
1 30-34 2 40%

2 40-49 3 60%
Jumlah 5 100%

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa narasumber memiliki
perbandingan frekuensi yang hampir sama antara umur 30-34 tahun dan 40-49

tahun dengan masing-masing persentase 40% dan 60%.
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c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Narasumber yang akan diwawancara dikategorikan berdasarkan pendidikan
yang dikelompokan menjadi dua kelompok yaitu SMA sederajat dan tingkat
sarjana . Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-

masing sebagai berikut :

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Frekuensi Persentase
1 SMA 2 40%

2 Sarjana 3 60%
Jumlah 5 100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber tingkat SMA lebih

sedikit daripada tingkat sarjana 40% dan 60%.

4.1.2 Penyajian Data

Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber, yaitu Drs.
Ruskamil selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Doharmi
Sihotang, SE selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Dra. Purnama
Sari selaku Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Lia dan

Selamat selaku masyarakat.
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4.1.3 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya Tujuan dan Sasaran Yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam efisiensi pelaksanaan palayanan
administrasi kependudukan secara daring dalam peraturan menteri dalam negeri
nomor 7 tahun 2019 dapat diimplemesntasikan dengan baik, maka akan dapat
mencapai tujuan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan secara daring

tersebut.

Agar dapat mengetahui dengan jelas apa saja tujuan dalam menjalankan
kebijakan ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Ruskamil selaku Kepala

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memberikan pernyataan yaitu :

“Tujuan dari efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan
secara daring ialah untuk membantu masyarakat mempermudah dan
mempersingkat waktu dalam mengurus surat menyurat di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Asahan. Khususnya pada saat pandemi Covid-
19 saat ini. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring mengurus
keperluan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan
pencatatan sipil yang hasilnya berupa dokumen kependudukan yang dapat diakses
secara online yang dikirim melalui email ataupun whatsapp. Tujuan dari efisiensi
pelaksanaan pelayanan admininistrasi kependudukan secara daring disesuaikan
dengan sasaran yang sudah tercapai dan sesai dengan kebijakan”. (Wawancara ini
dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pukul 10.30 di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).
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Beliau juga mengatakan yang menjadi faktor penghambat dalam
menjalankan tujuan dari efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan secara daring ialah masyarakat yang kurang paham akan teknologi
dan masyarakat yang tidak memiliki smartphone (ponsel pintar). Kemudian beliau
juga mengatakan efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan
secara daring di Kabupataen Asahan sudah berjalan dengan sangat baik. Dinas
sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Bapak Doharmi Sihotang, SE
selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang mengatakan bahwa tujuan dari efisiensi
pelaksanaan pelayanan administrsai kependudukan secara daring bertujuan untuk
mempermudah masyarakat yang tidak bisa negurus langsung ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Berikut wawancara yang

dilakukan :

“Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring
bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak bisa datang langsung ke Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dalam mengurus KTP-
electronik, Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan lain sebagainya
untuk dapat mengakses data ditempat dimana masyarakat itu tinggal. Dengan
syarat sudah melakukan pendaftaran awal yang sudah disertakan tanda tangan asli

dari masyarakat tersebut”. (Wawancara ini dilakukan pada hari Senin tanggal 13
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Juli 2020 pukul 10.00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Asahan).

Beliau juga mengatakan yang menjadi faktor penghambat dalam
menjalankan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring
adalah masyarakat yang masih belum percaya terhadap proses administrasi
kependudukan secara daring, dan masyarakat masih enggan mengurus
dokumennya sendiri sehungga masyarakat menyuruh orang seperti perangkat desa
atau perangkat kelurahan maupun melalui biro jasa (calo). Selain itu juga
masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman yang dimana masyarakat tersebut

tidak memiliki smartphone untuk mengakses data data secara online.

Dan beliau juga mengatakan pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan secara daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh
peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2019. Pelaksanaan pembuatan
KTP-electronik, Kartu Keluarga (KK) sudah menggunakan tanda tangan
electronic yang mana sudah terlebih dahulu melaporkan data diri ke dinas.
Selanjutnya ketika data sudah siap dan sudah ditanda tangani oleh kepala dinas itu
sudah langsung masuk ke email dan bisa dicetak dimana saja. Sementara untuk
akte kelahiran masih belum bisa, karena ada Permen baru yang mengatur yaitu
permen 109 yang mengatur pencetakan di kertas hvs khusus. Tetapi ini berlaku

jika blangko di dinas tersebut sudah habis.
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Penulis juga mewawancarai lbu Dra. Purnama Sari selaku Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan mengenai tujuan dalam efisiensi pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan secara daring diKabupaten Asahan. Berikut

wawancara yang dilakukan :

“Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring
bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus KTP-
electronik, Kartu Keluarga (KK) dan lain sebagainya. Pemerintah ingin
memberikan kemudahan untuk masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu
untuk mengurus masalah tentang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipilnya dengan memberikan pelayanan terbaru kepada masyarakat secara daring
dimana masyarakat dapat mengakses dimanapun dia berada. Dan kembali lagi
yang menjadi faktor penghambat tidak lain adalah masyarakat itu sendiri yang
kurang paham akan teknologi. Dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Kabupataen Asahan tidak ada yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya
semua sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan menteri”’. (Wawancara
dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 11.00 di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Kemudian penulis mencoba mewawancarai ibu Lia selaku masyarakat.

Berikut hasil waawancara yang dilakukan :

“Administrasi kependudukan secara daring sudah saya rasakan

manfaatnya. Apalagi dalam situasi Covid-19 seperti saat ini. Kita hanya perlu
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melakukan registrasi awal di kantor dinas kemudian selanjutnya kita hanya tinggal
menunggu dirumah. Semua proses akan dilanjutnya melalui handpone dengan

menggunakan email ataupun whatsapp”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin

tanggal 13 Juli 2020 pukul 15.00).

Penulis juga mewawancara bapak Selamat selaku masyarakat. Berikut

hasil wawancaranya :

“Saya juga sudah mendengar bahwa proses kepengurusan Kartu Keluarga
maupun pembuatan akte pencatatan sipil sudah dapat dilakukan secara online.
Tetapi saya belum tau bagaimana sistem pelaksanaannya, dikarenakan saya belum
mempunyai kepentingan untuk mengurus pendaftaran penduduk maupun
pembuatan akte pencatatan sipil”. (Wawancara ini dilakukan pada hari Senin

tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.00).

Berdasarkan pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 dalam
Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring di Kabupaten Asahan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan dapat
dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Akan tetapi masih ada sedikit kendala
yang dirasakan oleh masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan teknologi bagi
masyarakat yang tempat tinggalnya masih dipedalaman atau jauh dari kota. Tetapi
pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan akan terus
melakukan sosialisai agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini

mengingat peraturan ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus
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segala sesuatu urusan yang bersangkutan dengan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

b. Adanya Manfaat

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di
Kabupaten Asahan tidak lepas dari manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh
massyarakat. Untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan secara daring penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs.
Ruskamil selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten

Asahan beliau memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa :

“Mengenai manfaat dari menjalankan pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan yaitu mempermudah dan
mempersingkat waktu bagi masyarakat untuk mengurus seluruh didokumennya di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan”. (Wawancara
dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pukul 10.30 di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Terkait dengan waktu yang digunakan dalam pelayanan administrasi
kependudukan secara daring sejauh ini sangat efisien dan membantu masyarakat
dengan baik apalagi di saat Pandemi Covid-19 saat ini. Dan juga program
administrasi kependudukan secara daring sudah disosialisasikan sejak awal 2019

sampai saat ini menggunakan media sosial seperti Facebook dan radio.

Pertanyaan yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Doharmi Sihotang,

SE selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan bahwa manfaat dari pelayanan administrasi
kependudukan secara daring ialah untuk mempermudah masyarakat dalam
kepengurusan dokumen-dokumen di Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil

Kabupaten Asahan. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Semenjak pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara
daring masyarakat jadi lebih mudah untuk mengurus dokumen kependudukan.
Tidak memakan waktu dan tenaga yang terlalu banyak karena sudah dilakukan
secara daring”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul

10.00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Beliau juga mengatakan dengan adanya pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan secara daring ini waktu yang digunakan semakin
efisien. Dan beliau juga mengatakan bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan secara daring ini sudah di sosialisasikan dengan baik dan sesuai

prosedur yang telah ditetapkan.

Selain itu hasil wawancara juga diperoleh dari Ibu Dra. Purnama Sari
selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan bahwa administrasi
kependudukan secara daring memiliki manfaat untuk mempermudah segala
kepengurusan terkait dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Asahan. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Manfaat  pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara

daring seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu untuk mempermudah
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segala kepengurusan terkait dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Asahan. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli
2020 pukul 11.00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Asahan).

Beliau juga mengatakan terkait pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan secara daring ini waktu yang digunakan lebih efisien sehingga
lebih menghemat waktu bagi masyarakat yang tidak memliki banyak waktu.
Kemudian beliau juga menambahkan bahwa sosisalisasi akan pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah dilakukan selain
menggunakan media sosial juga menempatkan baliho di pintu masuk Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Sebelum pandemi
Sosialisasi juga dilakukan secara langsung dengan datang ke desa-desa dengan

mengumpulkan masyarakat di kantor desa untuk memberikan sosialisasi.

Penulis juga ingin mengetahui apa saja manfaat yang dirasakan oleh
masayarakat terkait dengan adanya administrasi kependudukan secara daring ini.

penulis mewawancarai ibu Lia selaku masyarakat. Berikut hasil wawancaranya:

“Manfaat administrasi kependudukan secara daring ialah mempermudah
dan mempersingkat waktu dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan selain itu juga saya mengetahui administrasi
kependudukan secara daring ini dari sosialisasi yang dilakukan Dinas di media

sosial”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 15.00).
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Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Selamat selaku masyarakat,

berikut hasil wawancaranya :

“Manfaat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring
ialah mempersingkat waktu dan mempermudah dalam mengurus dokumen.
Kemudian sosialisasi juga sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai
dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah”. (Wawancara dilakukan pada

hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.00).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten

Asahan sudah sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.

c. Adanya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangatlah penting agar pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan dapat
terimplementasi dengan baik, dimana sumber daya manusia harus berkompeten
agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan benar. Tanpa adanya sumber

daya, suatu kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Oleh karenanya, pertanyaan awal peneliti kepada informan Bapak Drs.
Ruskamil selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten
Asahan ialah apakah sumber daya yang tersedia sudah sesuai dengan bidangnya.

Beliau memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa :
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“Kompetensi yang dimiliki para pegawai sebagaian sudah sesuai dengan
bidangnya, terutama bagi orang-orang yang menjalankan program seperti
operatornya harus memiliki keahlian di bidang teknologi informasi”. (Wawancara
dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2020 pukul 10.30 di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Beliau juga menambahkan bahwa ada pelatihan khusus bagi para pegawai
yang diadakan di Medan dan Jakarta untuk meningkatkan kualitas para pegawai
dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Selanjutnya Dalam hal
mengimplementasikan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara
daring, secara struktural pihak yang terlibat adalah seluruh staf instansi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Selain itu, masyarakat
juga terlibat didalamnya dalam hal memberikan informasi mengenai

kependudukan.

Kemudian penulis ingin lebih mengetahui lebih jelas apakah sumber daya
manusia sudah cukup untuk melaksanakan pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan secara daring tersebut, maka penulis mewawancarai Bapak
Doharmi Sihotang, SE selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, beliau mengatakan

bahwa :

“Sumber daya manusia sampai saat ini sudah cukup baik sesuai dengan
bidangnya karena di dukung dengan pelatihan khusus bagi para pegawai untuk

meningkatkan kualitasnya. Adapun yang ikut serta dalam pelaksanaan pelayanan
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administrasi kependudukan secara daring ialah semua bagian dinas terlibat,
bahkan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan”. (Wawancara dilakukan pada
hari Senin tanggal 13 Juli pukul 10.00 2020 di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Untuk melengkapi pernyataan yang diberikan beberpa narasumber tersebut
saya juga melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Purnama Sari selaku Kepala
Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, beliau mengatakan pernyataan sebagai

berikut :

“Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Asahan terkait pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan
secara daring sudah cukup baik. Karena didukung dengan pelatihan bagi
pegawainya untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat. Dan yang
ikut serta dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring
ialah kepala dinas, skretaris, dan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin
tanggal 13 Juli 2020 pukul 11.00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Asahan).

Penulis juga mewawancarai Ibu Lia selaku masyarakat, berikut hasil

wawancara yang dilakukan :
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“Sejauh ini sumber daya manusia yang saya lihat sudah melaksanakan

tugasnya dengan baik, dan terlihat sangat berkompeten”. (Wawancara dilakukan

pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 15.00).

Penulis juga mewawancarai bapak Selamat selaku masyarakat, berikut

hasil wawancara yang dilakukan :

“Sumber daya manusia yang saya lihat sampai saat ini mereka
melaksanakan tugasnya dengan baik”. (Wawancara dilakukan pada hari senin

tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.00).

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai sumber daya manusia terkait
dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring
dikatakan sudah memadai karena di dukung dengan pelatihan-pelatihan khusus
yang diikuti para pegawai untuk dapat meningkatkankan kualitasnya dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

d. Adanya Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan secara daring sudah terimplementasikan dengan baik
dan benar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.
Untuk mengetahui hal tersebut penulis mencoba mewawancarai Bapak Drs.
Ruskamil selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten

Asahan, beliau mengatakan bahwa :
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“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan
berkomitmen akan terus menjalankan kebijakan ini dengan terus
mensosialisasikan dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta
bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan. Adapun upaya yang dilakukan
untuk menilai pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring
dengan melihat bagaimana kinerja yang kami berikan dalam melakukan pelayanan

kepada masyarakat.

Terkait dengan bagaimana sikap Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 ialah
dengan melaksanakan Permen ini sesuai dengan yang sudah ditentukan”.
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pukul 10.30 di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Penulis juga mewawancarai Bapak Doharmi Sihotang, SE selaku Kepala
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Asahan, beliau mengatakan bahwa :

”Dinas sangat berkomitmen dengan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun
2019 dengan memaksimalkan pengimplementasian peraturan tersebut. Upaya
yang dilakukan untuk menilai bagaimana kinerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan meletakkan kotak kritik dan saran di Kantor Dinas selain
itu juga membuat kotak kritik dan saran di media sosial. Kemudian sikap yang
kami lakukan terhadap peraturan menteri ini menjalankannya sesuai dengan

intruksi yang sudah diberikan”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 13
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Juli 2020 pukul 10.00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Asahan).

Wawancara juga dilakukan penulis dengan Ibu Dra. Purnama Sari selaku
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, beliau mengatakan

pernyataan sebagai berikut :

“Dinas sudah sangat berkomitmen dalam mengimplementasikan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 dengan melakukan upaya yang
sangat maksimal dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan secara daring dengan menerima kritik dan saran yang
diberikan masyarakat kepada dinas”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin
tanggal 13 Juli 2020 pukul 11.00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Asahan).

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Lia selaku masyarakat,

beliau mengatakan bahwa :

“Saya melihat dinas sudah melakukan tugas nya dengan baik dan ramah
dengan menerima kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat”. (Wawancara

dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 15.00).

Pertanyaan yang senada juga di ungkapkan bapak Selamat selaku

masyarakat, berikut hasil wawancara yang dilakukan :
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“Dinas sudah melakukan tugas nya dengan baik dan benar sesuai dengan
yang diperintahkan oleh pemerintah”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin

tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.00).

Berdasrkan pengamatan penulis terkait dengan evaluasi dalam
menjalankan  kebijakan terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi
kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan sudah berjalan sesuai dengan
semestinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Dinas juga menerima kritik dan
saran guna melakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dinas juga

melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

4.2 Pembahsan

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana
Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam
Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara
Daring Di Kabupaten Asahan maka penulis akan menganalis semua data yang

diperoleh dari hasil penelitian seperti yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Dari seluruh data dan informasi yang dikumpulkan melalui wawancara
dengan narasumber yaitu selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
Administrasi, dan dua masyarakat. Data yang telah diperoleh oleh penulis sudah
disusun secara sistematis pada bagian sebelumnya, baik melalui wawancara
maupun berupa berkas serta catatan-catatan yang diperoleh penulis dilapangan

sebagai data pendukung dari penelitian ini.
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Selanjutnya data tersebut akan diberikan analisis tentang Implementasi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten
Asahan. Dalam melakukan analisis, data yang disajikan selanjutnya akan
disesuaikan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tujuan kegiatan
penelitian ini sehingga analisis yang dilakukan oleh penulis dapat disajikan

dengan baik.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
dalam rangka efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara
daring Di Kabupaten Asahan sudah maksimal dan berjalan dengan lancar hal

tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara narasumber yaitu:

4.2.1 Analisis Hasil Wawancara

a. Adanya Tujuan dan Sasaran Yang Ingin Dicapai

Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk membantu masyarakat
mempermudah dan mempersingkat waktu dalam mengurus surat menyurat di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Asahan. Khususnya pada
saat pandemi Covid-19 saat ini, dengan melibatkan kerja sama dan sosialisasi

dengan msyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa tujuan yang
telah dicapai dari Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten Asahan sudah maksimal,
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dikarenakan Dinas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan

peraturan ini. Ryjuan dan sasarannya terlaksana dengan baik.

Adapun tujuan implementasi kebijakan publik menurut Nurdin Usman
(2002:70) mendefinisikan implementasi adalah tindakan atau adanya mekanisme
suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan bersungguh-sungguh berdasarkan

acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan data diatas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai perlu adanya mekanisme yang terencana dari pemerintah dan dilakukan
dengan sungguh sungguh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Asahan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah
Kabupaten Asahan sudah maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya hal ini dikarenakan lebih banyak masyarakat yang sudah mengetahui
pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dibanding masyarakat

yang tidak mengetahuinya.

b. Adanya Manfaat

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019
Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan
Secara Daring Di Kabupaten Asahan tidak terlepas dari adanya manfaat dari
pelayanan administrasi kependudukan secara daring yaitu mempersingkat waktu
dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Asahan.
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Dari hasil wawancara yang telah diperoleh, diketahui bahwa manfaat dari
pelayanan adminstasi kependudukan secara daring telah dirasakan oleh
masyarakat apalagi pada saat pandemi sekarang ini yaitu lebih efisien dan
menghemat waktu. Mempermudah bagi msyarakat yang pekerja karena tidak

perlu lagi datang ke Dinas untuk mengambil dokumen yang sudah jadi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gaffar (2009:295) yang menyatakan
bahwa implementasi ialah salah satu proses kebijakan publik. Biasanya
implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan
yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat

membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil jawaban narasumber dan pendapat ahli, penulis
menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Asahan sudah aktif menggunakan daring untuk segala kepentingan dalam
kepengurusan dokumen. Dan manfaat dari administrasi kependudukan secara
daring ini sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Asahan meskipun belum

seluruhnya mengerti bagaimana sistem daring ini.

c. Adanya Sumber Daya Manusia

Dalam bentuk Sumber daya merupakan faktor utama dalam melaksanakan
dan merealisasikan jalannya suatu kebijakan.Tanpa tersedianya sumber daya,
sangat kecil kemungkinan suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan

baik.Oleh karena itu, sumber daya sangat penting untuk diperhatikan.
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Dari hasil wawancara yang telah di perole, diketahui bahwa pihak Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dalam menjalankan
kebijakan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 dalam
rangka efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukam secara daring
mempunyai sumber daya yang berkompeten dan baik dalam menjalankan tugas

dan fungsinya masing-masing.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Agustiono (2006:139) implementasi
kebijakan ialah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta
yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis
menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam menjalankan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 dalam rangka efisiensi pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan sudah
tersedia dan memilikin sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya
dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelatihan khusus yang diberikan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dalam menjalankan

dan mensosialisasikan administrasi kependudukan secara daring.

d. Adanya Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pelayanan

administrasi kependudukan secara daring sudah terimplementasikan dengan baik
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dan benar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.

Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa pihak Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dalam menjalankan
kebijakan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 dalam
rangka efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring
di Kabupaten Asahan berdasarkan pengamatan penulis sudah berjalan sesuai

dengan semestinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wibawa (1994:64) yang mengatakan
bahwa evaluasi adalah kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh

mana kebijakan publik dan implementasinya untuk mendekati tujuan.

Berdasarkan dari jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis
menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Asahan sudah berjalan sesuai
dengan semestinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Dinas juga menerima
kritik dan saran guna melakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan.
Dinas juga melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan sesuai dengan peraturan

yang ada.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis melengkapinya
dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan
pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang
mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka
beberapa simpulan dala penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam efisiensi pelaksanaan pelayanan
administrasi kependudukan secara daring dapat dikategorikan baik dan
mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat meskipun masih
memiliki hambatan-hambatan dibeberapa hal.

2. Manfaat dari efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan
secara daring di Kabupaten Asahan ialah mempermudah dan mempersingkat
waktu dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Asahan.

3. Sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai karena di dukung dengan
pelatihan khusus yang dilaksanakan pihak dinas agar kebijakan ini dapat
terimplementasikan dengan baik.

4. Evaluasi dalam menjalankan Kkebijakan terhadap efisiensi pelaksanaan
pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah dilakukan dengan

upaya yang baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaen
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Asahan sesuai dengan Peraturan menteri yang mengatur hal ini. melakukan

penilaian dengan menerima kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, maka penulis memberikan
saran-saran dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten Asahan sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Asahan lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap
Administrasi Kependudukan secara daring sehingga informasi tersebut dapat
tersampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan dengan baik.

2. Dibharapkan agar sumber daya manusia lebih tegas dalam menjalankan
kebijakan untuk memberikan pelayanan.

3. Sebaiknya ada pembinaan dan arahan yang jelas dari Kepala Dinas mengenai
fleksibilitas atau improvisasi dalam bertugas, mengingat adanya
kemungkinan munculnya masalah-masalah tidak terduga di tengah

pelaksanaan kebijakan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
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Nama
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Jabatan

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan
kebijakan

a. Apa saja tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Asahan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan
secara daring?

Jawaban :
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pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring?
Jawaban :

c. Bagaimana pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara
daring di Kabupaten Asahan?

Jawaban :
2. Adanya manfaat dalam menjalankan kebijakan

a. Apa manfaat pelayanan administrasi kependudukan secara daring bagi
masyrakat?
Jawaban :

b. Apakah dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan secara
daring ini waktu yang digunakan semakin efisien?

Jawaban :
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b. Adakah pelatihan khusus bagi para pegawai dalam meningkatkan
kualitasnya?
Jawaban :

c. Siapa saja yang ikut serta dalam pelaksanaan pelayanan administrasi
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Jawaban :
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 terkait
pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring?
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